
MATERI 

PEMANTAUAN DAN 

EVALUASI SPBE

BAGIAN II DOMAIN TATA KELOLA



TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL

DIDUKUNG OLEH



01.
GAMBARAN UMUM

Prinsip Penilaian Domain 

Tata Kelola

02.
ANALISIS KESENJANGAN

Perolehan Indeks SPBE 

Tahun 2022

03.

ELABORASI 

PEMAHAMAN

Pemenuhan Kriteria Level 

Indikator

04.
TINDAK LANJUT

Saran dan Rekomendasi 

Tindak Lanjut



GAMBARAN UMUM

Domain Tata Kelola Memiliki Bobot 25% pada 

Instrumen Pemantauan dan Evaluasi SPBE

● Merupakan proses/implementasi dari kebijakan yang telah dilaksanakan 

oleh IPPD (perencanaan - penerapan - analisis/evaluasi - tindak lanjut);

● Penilaian dilakukan terhadap kriteria proses/implementasi/cakupan yang 

telah dilakukan/dipenuhi oleh IPPD terkait substansi indikator dimaksud 

yang telah terdokumentasi secara formal.

● Data Pendukung berupa dokumen formal hasil proses/implementasi dari 

substansi indikator dimaksud.



DAFTAR INDIKATOR

01 KEMATANGAN ARSITEKTUR SPBE IPPD

02 KEMATANGAN PETA RENCANA SPBE IPPD

03 KEMATANGAN RENCANA DAN ANGGARAN SPBE

04 KEMATANGAN INOVASI PROSES BISNIS SPBE

05 KEMATANGAN PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE

06 KEMATANGAN  LAYANAN PUSAT DATA

07 KEMATANGAN LAYANAN JARINGAN INTRA IPPD

08 KEMATANGAN SISTEM HUBUNG LAYANAN IPPD

09 KEMATANGAN TIM KOORDINASI SPBE IPPD

10 KEMATANGAN KOLABORASI PENERAPAN SPBE

Setiap Indikator Tata Kelola Berbobot 2.5%



ANALISIS KESENJANGAN 

DOMAIN TATA KELOLA

Capaian Nasional 
Pada Rerata Indeks 
Domain Tata Kelola 
SPBE

>= 50% pada Kementerian dan LPNK telah 

mencapai nilai Baik03

Secara keseluruhan capaian Instansi Pusat masih 

lebih baik dibanding Pemerintah Daerah01
Seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah 

diharapkan dapat mencapai nilai 2,6 pada Domain 

Kebijakan
02

Kelompok Lembaga Lainnya, Pemprov, Pemkab, 

dan Pemkot masih dibawah 40% yang telah 

mencapai predikat Baik 
04

Legend :
▪ LPNK : Lembaga Pemerintah Non Kementerian
▪ Lembaga Lainnya, terdiri dari: Lembaga Setingkat Kementerian, Alat Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik, dsb.

1,89

2021 2022

1,85

Instansi 
Pusat

Pemerintah 
Daerah

2021: 2,32
2022: 2,44

2021: 1,80
2022: 1,74



5 - OPTIMUM

4 - TERINTEGRASI & TERSTRUKTUR

3 - TERSTANDARDISASI

2 - TERKELOLA

1 - RINTISAN

PEMENUHAN KRITERIA UMUM
(SEDERHANA)

KONSEP/DRAFT DOKUMENTASI TATA KELOLA

SEBAGIAN

SEMUA

KOLABORASI ANTAR INSTANSI, DIEVALUASI, 

DIKENDALIKAN, HASIL REVIU DAN REKOMENDASI

OPTIMALISASI TATA KELOLA BERKESINAMBUNGAN

Merujuk pada kriteria 

muatan/cakupan, proses dan 

lingkup penerapan



INDIKATOR 11
Arsitektur SPBE Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah

11



ARSITEKTUR SPBE

“Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, 
data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk 

menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi”

Arsitektur SPBE IPPD adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di IPPD

Untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur 
SPBE, Aplikasi SPBE, dan  Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.

TUJUAN/MANFAAT



Indikator 11: Arsitektur SPBE IPPD

Ruang Lingkup ● Dokumen disusun mencakup seluruh muatan Arsitektur SPBE IPPD sesuai pedoman penerapan Arsitektur SPBE 

dan selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional.

● Muatan Arsitektur SPBE IPPD terdiri dari: Referensi Arsitektur SPBE & 6 (enam) Domain Arsitektur SPBE

● Referensi Arsitektur:  Arsitektur SPBE IPPD diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Nasional.
● Arsitektur SPBE Instansi Pusat disusun berdasarkan Renstra.

● Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan RPJMD.

● 6 (enam) Domain Arsitektur: Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Layanan, Arsitektur Data dan Informasi, 

Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, dan Arsitektur Keamanan.

● Jangka Waktu: Disusun untuk mengakomodir perencanaan arsitektur SPBE per 5 tahun. Review dapat dilakukan 

paruh waktu dan tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

10



REFERENSI ARSITEKTUR SPBE

● Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 7 s.d. 12)

● Perpres No.132 Tahun 2022 - Arsitektur SPBE

● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

● Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE 
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Review 5 tahunan

1

2
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Klik Untuk 
Referensi

https://drive.google.com/file/d/16OkclWq4Z2n0hgp8lr8kfweaBwTz3jht/view?usp=sharing


INDIKATOR 11 
Arsitektur SPBE IPPD

(1/3)

Level 1
IPPD belum/sudah memiliki 
konsep dokumen Arsitektur 
SPBE atau masih dalam proses 
penyusunan

Kriteria Bukti Dukung: 
● Draf  yang memuat 

rancangan Arsitektur SPBE 
● Notulensi / catatan / 

laporan hasil penyusunan 
rancangan Arsitektur SPBE

● Undangan rapat 
penyusunan rancangan 
Arsitektur SPBE

● Dokumentasi aktivitas-
aktivitas penyusunan 
Arsitektur SPBE

Level 2
IPPD sudah memiliki 
dokumen Arsitektur SPBE 
yang mencakup sebagian 
Referensi Arsitektur dan 
Domain Arsitektur SPBE

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumen yang memuat 

Arsitektur SPBE yang 
menggambarkan 
sebagian Referensi 
Arsitektur SPBE dan 
Enam Domain Arsitektur 
SPBE serta telah 
didokumentasikan secara 
formal

Level 3

IPPD sudah memiliki dokumen Arsitektur SPBE 
yang mencakup seluruh Referensi Arsitektur dan 
Domain Arsitektur SPBE serta telah 
didokumentasikan secara formal

Kriteria Bukti Dukung: 
Dokumen yang memuat Arsitektur SPBE yang 
didalamnya mencakup  seluruh Referensi 
Arsitektur SPBE dan 6 (Enam) Domain Arsitektur 
SPBE serta telah didokumentasikan secara formal.

Domain Arsitektur SPBE diantaranya adalah: 
Arsitektur Proses Bisnis; Arsitektur Data dan 
Informasi; Arsitektur Infrastruktur; Arsitektur 
Aplikasi; Arsitektur Keamanan; dan Arsitektur 
Layanan.

Gambaran 
Bukti Dukung 

Level 3



Kriteria Bukti Dukung:
Dokumen yang memuat Arsitektur SPBE yang 
didalamnya mencakup  seluruh Referensi Arsitektur 
SPBE dan Enam Domain Arsitektur SPBE serta telah 
didokumentasikan secara formal.

Domain Arsitektur SPBE diantaranya adalah: Arsitektur 
Proses Bisnis; Arsitektur Data dan Informasi; 
Arsitektur Infrastruktur; Arsitektur Aplikasi; 
Arsitektur Keamanan; dan Arsitektur Layanan.



Level 4
IPPD sudah memiliki dokumen Arsitektur SPBE sesuai standar 
Arsitektur SPBE Nasional dan telah dilakukan reviu dan evaluasi 
secara periodik

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumen yang memuat Arsitektur SPBE berisi seluruh Referensi 

Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE yang sesuai dengan 
standar Arsitektur SPBE Nasional

● Notulensi reviu Arsitektur SPBE yang dilakukan 
berkesinambungan

● Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan 
rekomendasi perbaikan yang aktual

● Bukti undangan rapat/dokumentasi aktivitas evaluasi arsitektur 
SPBE (opsional)

INDIKATOR 11 
Arsitektur SPBE IPPD

(2/3)



Dokumen Reviu dan 

Tindak Lanjut

Dokumen Lama

Dokumen Baru

Ver. 2
Ver. 

2

Ver. 

2

Level 5

Dokumen Arsitektur SPBE IPPD telah dilakukan pemutakhiran 
sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung: 
● Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi 

tindak lanjut penyempurnaan Arsitektur SPBE
● Dokumen Arsitektur SPBE IPPD yang berlaku sebelumnya;
● Dokumen Arsitektur SPBE  IPPD telah disempurnakan dan 

telah ditetapkan

INDIKATOR 11 
Arsitektur SPBE IPPD

(3/3)



Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan perangkat

daerah melakukan koordinasi

internal, untuk menyusun

Arsitektur SPBE IPPD. Kegiatan ini

dapat dikoordinasikan oleh

Koordinator SPBE.

Menyusun Arsitektur SPBE

Menyusun artefak dari metadata

Arsitektur SPBE IPPD yang selaras

dengan referensi Arsitektur SPBE

Nasional dan muatan yang terdiri dari

6 (enam) domain Arsitektur SPBE:

Domain Proses Bisnis; Domain Data

dan Informasi; Domain Aplikasi SPBE;

Domain Infrastruktur SPBE; Domain

Layanan SPBE; dan Domain

Keamanan SPBE (Perpres 95/2018).

Menetapkan Arsitektur SPBE

Setelah ditetapkan Arsitektur SPBE

Nasional diharapkan dapat menyusun dan

menetapkan dokumen Arsitektur SPBE IPPD

yang selaras dengan referensi Arsitektur

SPBE Nasional dan muatan yang terdiri dari

6 (enam) domain Arsitektur SPBE: Domain

Proses Bisnis; Domain Data dan Informasi;

Domain Aplikasi SPBE; Domain Infrastruktur

SPBE; Domain Layanan SPBE; dan Domain

Keamanan SPBE.



INDIKATOR 12
Peta Rencana SPBE Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah

12



PETA RENCANA SPBE

“Merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan serta 
pelaksanaan SPBE yang Terintegrasi.”

● Untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Instansi 
Pusat/pemerintah daerah

TUJUAN/MANFAAT



Indikator 2: Peta Rencana SPBE Pusat/Pemerintah Daerah

Ruang Lingkup ● Seluruh muatan Peta Rencana SPBE IPPD diterapkan sesuai pedoman penerapan Peta Rencana 

SPBE.

● Muatan Peta Rencana SPBE terdiri atas: Tata kelola SPBE; Manajemen SPBE; Layanan SPBE; 

Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE dan Audit TIK.

● Peta Rencana SPBE Nasional disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMN. 

Dikoordinasikan dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang 

aparatur negara.

● Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan 

Arsitektur SPBE Instansi Pusat dengan Renstra.

● Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan 

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan RPJMD.

● Jangka Waktu: Disusun untuk mengakomodir perencanaan arsitektur SPBE per 5 tahun. Review dapat 

dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

● Review dilakukan bila ada: Perubahan Arsitektur SPBE Nasional/Peta Rencana SPBE Nasional, 

perubahan Rencana Kerja Pemerintah/Renstra Pusat/Daerah, atau hasil pemantauan dan evaluasi SPBE 

Nasional



REFERENSI PETA RENCANA SPBE

● Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 7 s.d. 12)

● Perpres No.132 Tahun 2022 - Arsitektur SPBE

● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

● SE Menteri PANRB No. 18 Tahun 2022 - Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur 

SPBE dan Peta Rencana SPBE

● Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE 



Review 5 tahunan

Peta Rencana Nasional

Rencana Kerja 

dan Anggaran

Tata Kelola 

SPBE

Manajemen 

SPBE

Layanan 

SPBE

Infrastruktur 

SPBE

Aplikasi 

SPBE
Keamanan 

SPBE
Audit SPBE

Peta Rencana SPBE

Arsitektur SPBE 

Instansi Pusat

Peta Rencana 

SPBE Instansi 

Pusat
Renstra

Arsitektur SPBE 

Pemerintah 

Daerah

Peta Rencana 

SPBE 

Pemerintah 

Daerah

RPJMD

dituangkan

menjadi dasar

Arsitektur SPBE 

Nasional
RPJMN

ReferensiKlik untuk >>>

https://docs.google.com/document/d/16W6aeXAjVC7gEYCzfRm5FI93diePs2tW/edit?usp=sharing&ouid=100261699197626649768&rtpof=true&sd=true


INDIKATOR 12 
Peta Rencana SPBE 

(1/3)

Level 1
IPPD belum/sudah memiliki 
konsep dokumen Peta 
Rencana SPBE atau masih 
dalam proses penyusunan

Kriteria Bukti Dukung: 
● Draf  yang memuat 

rancangan Peta Rencana 
SPBE

● Notulensi / catatan / 
laporan hasil penyusunan 
rancangan Peta Rencana 
SPBE

● Undangan rapat 
penyusunan rancangan 
Peta Rencana SPBE

● Dokumentasi aktivitas-
aktivitas penyusunan Peta 
Rencana SPBE

Level 2
IPPD sudah memiliki 
dokumen Peta Rencana 
SPBE yang mencakup 
sebagian muatan Peta 
Rencana SPBE

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumen yang memuat 

Peta Rencana SPBE yang 
menggambarkan 
sebagian muatan Peta 
Rencana SPBE serta telah 
didokumentasikan secara 
formal

Level 3
IPPD sudah memiliki dokumen Peta Rencana 
SPBE yang mencakup keseluruhan muatan 
Peta Rencana SPBE

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE 

yang didalamnya mencakup  seluruh 
Referensi Peta Rencana SPBE serta telah 
didokumentasikan secara formal

● Muatan Peta Rencana SPBE diantaranya 
adalah: Tata Kelola SPBE; Manajemen 
SPBE; Layanan SPBE; Infrastruktur SPBE; 
Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE dan Audit 
TIK.

Gambaran 
Bukti Dukung 

Level 3



Kriteria Bukti Dukung:

● Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE yang didalamnya mencakup  
seluruh Referensi Peta Rencana SPBE serta telah didokumentasikan secara 
formal

● Muatan Peta Rencana SPBE diantaranya adalah: Tata Kelola SPBE; 
Manajemen SPBE; Layanan SPBE; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; 
Keamanan SPBE dan Audit TIK.



Level 4

IPPD sudah memiliki dokumen Peta Rencana SPBE yang 
dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran, dan telah 
dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE berisi seluruh 

muatan Peta Rencana SPBE dan Dokumen Rencana Kerja 
dan Anggaran 3 tahun terakhir yang didalamnya tercantum 
program yang selaras dengan Peta Rencana SPBE tersebut

● Notulensi hasil reviu Peta Rencana SPBE yang 
berkesinambungan

● Hasil evaluasi/reviu yag berisi konten isu/permasalahan dan 
rekomendasi perbaikan yang actual

● Bukti undangan rapat evaluasi peta rencana SPBE atau 
dokumentasi aktivitas evaluasi peta rencana SPBE (opsional)

Dituangkan

INDIKATOR 12 
Peta Rencana SPBE 

(2/3)



Level 5

Dokumen Peta Rencana IPPD telah dilakukan pemutakhiran 
sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung: 
● Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi 

tindak lanjut kebijakan internal Peta Rencana SPBE
● Dokumen kebijakan IPPD yang berlaku sebelumnya;
● Dokumen kebijakan IPPD yang memuat pengaturan/norma 

Peta Rencana SPBE yang telah disempurnakan dan telah 
ditetapkan.

INDIKATOR 12 
Peta Rencana SPBE 

(3/3)

Dokumen Reviu 

dan Tindak Lanjut

Dokumen Lama

Ver. 2

Dokumen Baru



Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan perangkat

daerah melakukan koordinasi

internal, menyusun dan

menetapkan dokumen Peta

Rencana SPBE IPPD yang selaras

dengan Peta Rencana SPBE

Nasional. Kegiatan ini dapat

dikoordinasikan oleh Koordinator

SPBE.

Menyusun Peta Rencana SPBE

Menyusun dan menetapkan dokumen

Peta Rencana SPBE IPPD yang selaras

dengan Peta Rencana SPBE Nasional

yang terdiri dari 7 (tujuh) muatan Peta

Rencana, yaitu Tata Kelola SPBE,

Manajemen SPBE, Layanan SPBE,

Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE,

Keamanan SPBE, dan Audit TIK

(Perpres 95/2018).

Menetapkan Peta Rencana SPBE

Setelah ditetapkan Peta Rencana SPBE

Nasional diharapkan dapat menyusun

dan menetapkan dokumen Peta

Rencana SPBE IPPD yang dituangkan

melalui rencana kerja dan anggaran 3

(tiga) tahun terakhir.



INDIKATOR 13
Keterpaduan Rencana dan 

Anggaran SPBE.

13



KETERPADUAN RENCANA DAN ANGGARAN SPBE

“Merupakan dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan dan pemanfaatan 
anggaran SPBE”

Untuk mendukung efisiensi dan keterpaduan dalam penerapan/penyelenggaraan SPBE IPPD

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN



Indikator 3 : Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

Ruang Lingkup ● Seluruh rencana anggaran SPBE telah diterapkan dan didokumentasikan melalui proses perencanaan dan 

penganggaran yang terpadu dan terkendali.

● Disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.

● Berpedoman pada Arsitektur SPBE IPPD dan Peta Rencana SPBE IPPD.

● Seluruh rencana dan anggaran SPBE pada unit kerja/Perangkat Daerah, sebaiknya dikonsultasikan melalui unit 

kerja/Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi TIK.

● Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, seluruh rencana dan anggaran SPBE terpadu dan terkendali 

pada unit kerja/Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran IPPD.



REFERENSI RENCANA DAN ANGGARAN SPBE

● Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 20 s.d. 22)

● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

● Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE 

● Kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan yang terkait



32

Instansi Pusat dan 

Pemerintah Daerah

Unit Kerja/Perangkat 

Daerah Fungsi TIK
Inventarisasi 

Kajian Kebutuhan

RKA/

DPA

Arsitektur 

SPBE

Peta Rencana 

SPBE

Terpadu

Terkendali

Mendorong

Mengonsultasikan

Unit Kerja/Perangkat Daerah 

Fungsi Perencanaan dan 

Penganggaran 



Level 1
Rencana dan Anggaran SPBE 
IPPD belum atau sudah tertuang 
dalam RKA/DPA

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumen RKA/KL atau DPA-

Pemda yang berisi program/ 
kegiatan penerapan SPBE

● Notulensi/catatan/laporan 
hasil penyusunan Rencana 
dan Anggaran SPBE

● Undangan rapat penyusunan 
rancangan Rencana dan 
anggaran SPBE

● Dokumentasi aktivitas-
aktivitas penyusunan 
Rencanan dan Anggaran 
SPBE

Level 2
Rencana dan anggaran SPBE 
IPPD sebagian 
dikonsultasikan kepada unit 
pengelola TIK di Instansi 
Pusat/ Pemerintah Daerah

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumen RKA/KL unit 

kerja atau DPA-Pemda 
Perangkat Daerah yang 
memuat anggaran SPBE, 
sebagian mengacu pada 
peta rencana SPBE.

● Dokumen yang berisi 
hasil konsultasi sebagian 
anggaran SPBE dengan 
unit pengelola TIK dan 
didokumentasikan secara 
formal. 

Level 3
Seluruh Rencana dan Anggaran 
SPBE IPPD dikonsultasikan
kepada unit pengelola TIK di IPPD

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumen RKA/KL atau DPA-

Pemda mengacu pada peta 
rencana SPBE dan seluruhnya 
sudah dikonsultasikan dengan 
unit pengelola TIK serta 
didokumentasikan secara 
formal.

● Dokumen SOP terkait proses 
konsultasi perencanaan dan 
anggaran SPBE unit 
kerja/Perangkat Daerah 
kepada unit kerja/perangkat 
daerah fungsi TIK (opsional).

Gambaran 
Bukti Dukung 

Level 3

INDIKATOR 13 
Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

(1/3)



Seluruh Rencana dan Anggaran 
SPBE IPPD dikonsultasikan
kepada unit pengelola TIK di IPPD

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumen RKA/KL atau DPA-

Pemda mengacu pada peta 
rencana SPBE dan seluruhnya 
sudah dikonsultasikan dengan 
unit pengelola TIK serta 
didokumentasikan secara 
formal.

● Dokumen SOP terkait proses 
konsultasi perencanaan dan 
anggaran SPBE unit 
kerja/Perangkat Daerah 
kepada unit kerja/perangkat 
daerah fungsi TIK (opsional).



Level 4
Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE IPPD telah terpadu dan 
terkendali pada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan 
fungsi perencanaan dan penganggaran di IPPD yang dituangkan 
pada rencana kerja dan anggaran yang di reviu dan evaluasi 
secara periodik

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumen SOP terkait proses penyusunan dan atau Dokumen 

RKA/KL atau DPA-Pemda terkait Rencana dan Anggaran SPBE 
Terpadu yang dikendalikan oleh unit kerja/perangkat daerah 
yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran 
dan  didokumentasikan secara formal

● Notulensi hasil reviu Rencana dan Anggaran SPBE yang 
dilakukan berkesinambungan

● Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan 
rekomendasi perbaikan yang aktual

● bukti undangan rapat evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE, 
dan atau dokumentasi aktivitas evaluasi Rencana dan 
Anggaran SPBE (opsional).

INDIKATOR 13 
Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

(2/3)



Level 5
Rencana dan Anggaran SPBE IPPD telah dilakukan revisi pada tahun 
anggaran berikutnya sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.

36

Dapat memantau keseluruhan perencanaan dan anggaran, melalui dashboard

36

Analogi bila memiliki sistem perencanaan dan belanja TIK yang terpadu, maka terdapat 

proses verifikasi yang dilakukan oleh dinas yang menjalan fungsi TIK dan validasi oleh 

fungsi perencanaan

● Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi tindak lanjut 
Rencana dan Anggaran SPBE

● Dokumen Rencana dan Anggaran SPBE IPPD erlaku sebelumnya;
● Dokumen Rencana dan Anggaran SPBE IPPD yang telah 

disempurnakan dan telah ditetapkan

INDIKATOR 13 
Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

(3/3)



Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan perangkat

daerah melakukan koordinasi

internal, menyusun dan

menetapkan Tata Kelola Rencana

dan Anggaran SPBE yang selaras

dengan Arsitektur SPBE dan Peta

Rencana SPBE. Kegiatan ini dapat

dikoordinasikan oleh Koordinator

SPBE.

Menyusun Rencana dan 
Anggaran SPBE

Menyusun dan menetapkan Tata Kelola

Rencana dan Anggaran SPBE yang

terpadu dan terkendali oleh Unit

Kerja/Perangkat Daerah yang

menangani perencanaan dan

penganggaran, yang dikonsultasikan

secara teknis melalui Unit

Kerja/Perangkat Daerah yang

menangani TIK agar selaras dengan

Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE

(Perpres 95/2018).

Menerapkan Rencana dan 
Anggaran SPBE

Penerapan keterpaduan anggaran

belanja TIK dapat dibuktikan

dengan adanya mekanisme

konsultasi dan keterpaduan dalam

dokumentasi formal pembahasan,

konsultasi, verifikasi, RO anggaran

TIK terpadu, dan sebagainya.



INDIKATOR 14
Inovasi Proses Bisnis SPBE

14



INOVASI PROSES BISNIS SPBE

“Merupakan dokumen yang mendeskripsikan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar 
unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar 

menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan”

● Untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, 
Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN



Indikator 4: Inovasi Proses Bisnis SPBE

Ruang Lingkup ● IPPD menyusun Inovasi Proses Bisnis yang selaras dengan Arsitektur SPBE IPPD dan 

didokumentasikan berpedoman pada proses penyusunan peta bisnis proses IPPD.

● Disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE 

dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

● Pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

● Kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

● Inovasi proses bisnis mencakup Peta Proses Bisnis, Peta Relasi, serta Cross Functional Map 

sesuai dengan PermenPANRB 19/2018.
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REFERENSI INOVASI PROSES BISNIS SPBE

● Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 23 s.d. 25)

● PermenPANRB No. 19 Tahun 2018

● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

● Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
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Level 1
IPPD belum/sudah memiliki 
konsep dokumen Proses Bisnis 
atau masih dalam proses 
penyusunan atau memiliki 
dokumen Proses Bisnis namun 
belum sesuai pedoman yang 
berlaku

Kriteria Bukti Dukung: 
● Draf yang memuat 

rancangan Model Peta Bisnis 
dan atau Peta Proses Bisnis 

● Notulensi/catatan/laporan 
hasil penyusunan rancangan 
Model Proses Bisnis

● Undangan rapat penyusunan 
rancangan Model Proses 
Bisnis

● Dokumentasi aktivitas-
aktivitas penyusunan Proses 
Bisnis

Level 2
IPPD sudah memiliki dokumen 
Proses Bisnis sesuai pedoman 
yang berlaku 

Kriteria Bukti Dukung: 
● IPPD menyusun peta proses 

bisnis menggunakan 
pedoman PermenPANRB 
No. 19 Tahun 2018, peta 
level 0, sub-proses level 1-n, 
peta relasi, cross functional 
map.

● Dokumen peta bisnis 
tersebut sebagai dokumen 
as-is, inovasi dilakukan 
berdasarkan dokumen 
melalui BPR.

● Dokumen Model Peta 
Proses Bisnis masing-masing 
level dan pendukung yang 
sesuai dengan pedoman 
yang berlaku dan 
didokumentasikan secara 
formal.

Level 3
IPPD telah melakukan perbaikan pada 
Proses Bisnis sebagai bentuk 
penerapan Inovasi Proses Bisnis 

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumen Model Peta Proses Bisnis 

yang telah dilakukan perbaikan 
dan didokumentasikan secara 
formal

● Bukti dukung adanya dokumen 
Proses Bisnis saat ini (as-is)dan 
Proses Bisnis Harapan (to-be), 
menggunakan BPR.

INDIKATOR 14 
Inovasi Proses Bisnis SPBE

(1/3)

Gambaran 
Bukti Dukung 

Level 3



IPPD telah melakukan perbaikan pada Proses Bisnis 
sebagai bentuk penerapan Inovasi Proses Bisnis 

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumen Model Peta Proses Bisnis yang telah 

dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara 
formal

● Bukti dukung adanya dokumen Proses Bisnis saat 
ini (as-is)dan Proses Bisnis Harapan (to-be), 
menggunakan BPR.



Level 4

IPPD telah melakukan penerapan Inovasi Proses Bisnis yang 
diterapkan melalui sistem elektronik, serta telah dilakukan reviu 
dan evaluasi secara periodik

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi Model Inovasi Proses Bisnis telah dilakukan 

peningkatan melalui sistem elektronik (Pemodelan proses 
bisnis menggunakan Enterprise Architecture software)

● Notulensi hasil reviu Inovasi Proses Bisnis yang dilakukan 
secara berkesinambungan,

● Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan 
rekomendasi perbaikan yang actual

● bukti undangan rapat evaluasi Inovasi Proses Bisnis SPBE, dan 
atau dokumentasi aktivitas evaluasi Inovasi Proses Bisnis. 
(opsional)

INDIKATOR 14 
Inovasi Proses Bisnis SPBE

(2/3)



Dokumen Reviu dan 

Tindak Lanjut

Dokumen Lama

Dokumen Baru

Level 5

IPPD telah melakukan perbaikan Inovasi Proses Bisnis yang 
diterapkan melalui sistem elektronik sebagai tindak lanjut hasil 
reviu dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung: 
● Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan 

rekomendasi tindak lanjut Inovasi Proses Bisnis, termasuk 
dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau 
penyempurnaan Proses Bisnis

● Dokumen Inovasi Proses Bisnis IPPD yang berlaku 
sebelumnya;

● Dokumen Inovasi Proses Bisnis IPPD telah disempurnakan dan 
telah ditetapkan

INDIKATOR 15 
Inovasi Proses Bisnis SPBE

(3/3)



Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan

perangkat daerah melakukan

koordinasi internal, menyusun

dan menetapkan Peta Proses

Bisnis sesuai dengan

PermenPANRB 19/2018

secara lengkap. Kegiatan ini

dapat dikoordinasikan oleh

Koordinator SPBE.

Menyusun Peta Proses Bisnis SPBE

Penyusunan Peta Proses Bisnis

sesuai dengan PermenPANRB

19/2018 secara lengkap mulai dari

Peta Proses, Peta Sub Proses 1-n,

Peta Relasi, dan Peta Lintas Fungsi

(Cross Function Maps) sebagai

dokumentasi Proses Bisnis as-is.

Inovasi Proses Bisnis dilakukan

melalui Rekayasa Proses Bisnis.

Rekayasa Proses Bisnis, dapat

dilakukan dengan mengubah

aktivitas konvensional yang

diterapkan dalam menjalankan

tugas/layanan diubah ke dalam

penerapan sistem elektronik

(sebagai contoh

registrasi/reservasi permohonan

layanan).

Menyusun Peta Proses Bisnis SPBE

Penyusunan Peta Proses Bisnis sesuai dengan

PermenPANRB 19/2018 secara lengkap mulai

dari Peta Proses, Peta Sub Proses 1-n, Peta

Relasi, dan Peta Lintas Fungsi (Cross Function

Maps) sebagai dokumentasi Proses Bisnis as-

is. Inovasi Proses Bisnis dilakukan melalui

Rekayasa Proses Bisnis. Rekayasa Proses

Bisnis, dapat dilakukan dengan mengubah

aktivitas konvensional yang diterapkan dalam

menjalankan tugas/layanan diubah ke dalam

penerapan sistem elektronik (sebagai contoh

registrasi/reservasi permohonan layanan).



INDIKATOR 15
Pembangunan Aplikasi SPBE

15



PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE

“Aplikasi SPBE merupakan satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang 
dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi layanan SPBE.

Pembangunan aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui 
siklus pembangunan aplikasi”

● Untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pembangunan aplikasi SPBE untuk menghasilkan 
Layanan SPBE yang terpadu

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

Aplikasi SPBE terpecah menjadi aplikasi umum dan aplikasi khusus.



Indikator 5: Pembangunan Aplikasi SPBE

Ruang Lingkup ● Seluruh pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE diterapkan dan didokumentasikan melalui proses 

pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang terpadu dan terkendali.

● Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan RKA..

● Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE diutamakan menggunakan kode sumber terbuka dan sudah 

memiliki kemampuan untuk dapat diintegrasikan. Aplikasi SPBE dari kode sumber tertutup, harus mendapatkan 

pertimbangan dari Kementerian Kominfo.

● Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur yang mengatur 

siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi (Kementerian Kominfo).

● Siklus Pembangunan Aplikasi terdiri dari: Kajian kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, 

pengujian kelaikan, pemeliharaan, evaluasi (SDLC tidak hanya terbatas pada ketentuan tersebut).

● Siklus pembangunan dapat menggunakan salah satu framework yang sudah ada seperti SDLC, RAD, Waterfall, 

Agile Development Cycle (SCRUM)

● Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dilaksanakan secara terpadu dan terkendali pada unit 

kerja/Perangkat Daerah TIK.
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REFERENSI PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE

● Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 34 s.d. 39)

● PP No.71 Tahun 2019 - Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

● Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE 

● Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Kemkominfo)

● Manajemen Proyek TIK, metode Agile, RAD, Waterfall, dll



Mengonsultasikan/Mengoordinasikan

1. Kajian Kebutuhan

2. Perencanaan

3. Rancang Bangun

4. Implementasi5. Pengujian Kelaikan

6. Pemeliharaan

7. Evaluasi

RPM standar teknis dan prosedur 
pembangunan dan pengembangan 

aplikasi SPBE (Kemkominfo)

RKA/DPA

Arsitektur SPBE

Peta Rencana SPBE

Terpadu

Terkendali

Unit Kerja/Perangkat 

Daerah Fungsi TIK



INDIKATOR 15 
Pembangunan Aplikasi SPBE

(1/3)

Level 1
IPPD belum / sudah 
melakukan proses 
pembangunan / 
pengembangan Aplikasi SPBE 
namun belum memenuhi 
siklus pembangunan aplikasi 
(ad-hoc)

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi proses 

pembangunan/pengemba
ngan Aplikasi SPBE 

● Notulensi/catatan/laporan 
hasil penyusunan 
pembahasan pembangunan 
Apliaksi SPBE

● Undangan rapat 
pembangunan/pengemban
gan Aplikasi SPBE

Level 2
IPPD sudah melakukan 
proses pembangunan / 
pengembangan Aplikasi 
SPBE dan telah memenuhi 
siklus pembangunan aplikasi.

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi proses 

pembangunan/pengemb
angan Aplikasi SPBE 
dan/atau notulen proses 
pembangunan/pengemb
angan Aplikasi SPBE yang 
mencakup siklus 
pembangunan / 
pengembangan aplikasi 
serta didokumentasikan 
secara formal. Sekurang-
kurangnya mengikuti dari 
Perpres 95/2018.

Level 3
IPPD sudah melakukan proses 
pembangunan/pengembangan 
Aplikasi SPBE dan telah 
dikonsultasikan kepada unit 
kerja/perangkat daerah yang 
menjalankan fungsi pengelolaan TIK

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi proses 

pembangunan/pengembangan 
Aplikasi SPBE yang didalamnya 
mencakup siklus 
pembangunan/pengembangan 
aplikasi yang sudah 
dikonsultasikan dan 
didokumentasikan secara 
formal; 

● Notulensi hasil pembahasan 
pembangunan Aplikasi SPBE 
antara unit pengusul di IPPD 
dengan Unit pengelola TIK

Gambaran 
Bukti Dukung 

Level 3



Surat Undangan

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi proses pembangunan / pengembangan 

Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus 
pembangunan / pengembangan aplikasi yang sudah 
dikonsultasikan dan didokumentasikan secara formal; 

● Notulensi hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE 
antara unit pengusul di IPPD dengan Unit pengelola TIK



Level 4

Pembangunan/pengembangan Aplikasi di IPPD telah dilaksanakan 
secara terpadu  dan dapat dikendalikan serta dilakukan reviu dan 
evaluasi secara periodik

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembangunan / pengembangan Aplikasi 

SPBE yang terkendali dan terpadu pada unit kerja/perangkat daerah yang 
menjalankan fungsi TIK

● Notulensi hasil evaluasi/reviu terkait Pembangunan Aplikasi SPBE yang 
dilakukan secara berkesinambungan

● Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan 
rekomendasi perbaikan yang aktual

● Bukti undangan rapat evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau 
dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE 
(opsional). 

Dokumen Reviu 

dan Tindak Lanjut

Tidak ada lagi pembangunan/pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh unit 
kerja/perangkat daerah secara mandiri tanpa koordinasi dengan unit TIK

INDIKATOR 15 
Pembangunan Aplikasi SPBE

(2/3)



Level 5

Aplikasi SPBE telah dikembangan secara optimal sesuai 
kebutuhan IPPD ataupun perubahan lingkungan dan teknologi

Kriteria Bukti Dukung: 
● Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan 

rekomendasi tindak lanjut pembangunan Aplikasi SPBE
● Dokumen pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE IPPD 

sebelumnya;
● Dokumen pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE  IPPD 

yang telah disempurnakan dan telah ditetapkan

INDIKATOR 15 
Pembangunan Aplikasi SPBE

(3/3)

Dokumen Reviu 

dan Tindak Lanjut

Dokumen Lama

Dokumen Baru

Apps/Versi Baru



Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Menerapkan Pembangunan dan 
Pengembangan Aplikasi  SPBE

Penerapan pembangunan dan pengembangan 

Aplikasi SPBE disarankan untuk menggunakan 

pendekatan kebijakan, seperti SOP, SE, dsb, 

sehingga diharapkan pembangunan aplikasi di 

IPPD dapat ditaati ketentuannya.

Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan

perangkat daerah melakukan

koordinasi internal, menyusun

dan menetapkan Tata Kelola

Pembangunan dan

Pengembangan Aplikasi SPBE

yang selaras dengan Arsitektur

SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Kegiatan ini dapat

dikoordinasikan oleh

Koordinator SPBE.

Menyusun Pembangunan 
dan Pengembangan 
Aplikasi SPBE

Menyusun dan menetapkan

Tata Kelola Pembangunan dan

Pengembangan Aplikasi SPBE

yang terpadu dan terkendali

oleh Unit Kerja/Perangkat

Daerah yang menangani fungsi

TIK melalui instrumen

kebijakan agar selaras dengan

Peta Rencana SPBE dan

Arsitektur SPBE (Perpres

95/2018).



INDIKATOR 16
Layanan Pusat Data

16



LAYANAN PUSAT DATA

“Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan 
komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, 

dan pemulihan data.”

● Untuk menjamin ketersediaan penyimpanan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
● Untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data Nasional oleh IPPD
● Untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan layanan pusat data untuk menghasilkan Layanan 

SPBE yang terpadu.

TUJUAN/MANFAAT



Ruang Lingkup ● Layanan pusat data sudah diterapkan secara menyeluruh berpedoman pada standar pusat data dalam 

mendukung interkoneksi/integrasi dengan pusat data nasional.

● Pusat data terdiri dari ketersediaan panduan dan layanan pusat data yang memenuhi persyaratan tertentu yang 

diselenggarakan oleh IPPD, atau yang dibangun khusus untuk digunakan secara bersama dan berbagi pakai oleh 

IPPD.

● Pusat data instansi pusat dan pemerintah daerah terdiri atas pusat komputasi dan pusat kendali.

● Pusat data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain pusat data dan manajemen pusat data.

● Bila belum tersedia standar nasional tersebut, maka dapat mengacu pada standar internasional.

● Pertimbangan kelaikan pengoperasian pusat data diatur dalam urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan 

informatika.

● Pertimbangan kelaikan keamanan pusat data dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di 

bidang keamanan siber.

● Layanan Pusat Data dilakukan untuk mendukung serangkaian proses pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, 

Data Referensi, Basis Data, dan Kualitas Data.
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REFERENSI LAYANAN PUSAT DATA

● Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 27 & 30)

● PP No. 71 Tahun 2019 - Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

● Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE 

● ANSI/TIA 942 - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers specifies the minimum 

requirements for data centers (opsional, penerapan saja bukan sertifikasi)

● SNI 8799:2019 Tentang Standar Pusat Data



Instansi Pusat

Pemerintah 

Daerah

Pusat 

Komputasi

Pusat 

Kendali

Pengelolaan Data

Pusat Data Nasional

Pedoman

Standar Operasional Prosedur

(SNI 8799:2019)

Arsitektur 

Data
Data Induk

Data 

Referensi

Basis Data
Kualitas 

Data

Interoperabilitas/Integrasi

(SPLP - JIP)

Pemanfaatan
Data

Efisiensi



INDIKATOR 16 
 Layanan Pusat Data

(1/3)

Level 1
Instansi Pusat/Pemerintah 
daerah belum atau sudah 
memiliki layanan pusat data 
dimaksud

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi pemanfaatan 

Layanan Pusat Data, Sop 
penggunaan pusat data

● notulensi/laporan hasil 
pembangunan Layanan 
Pusat Data. dan/atau bukti 
undangan rapat 
pembangunan Layanan 
Pusat Data

Level 2
IPPD sudah memiliki layanan 
pusat data yang 
dimanfaatkan oleh sebagian
unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung: 
o Dokumentasi

operasional dan 
pemanfaatan Layanan 
Pusat Data pada 
sebagian unit 
kerja/perangkat daerah 
yang menggunakan 
dan/atau SOP 
penggunaan pusat data, 
serta didokumentasikan 
secara formal.

Level 3
IPPD sudah memiliki layanan pusat 
data yang memiliki prosedur 
pengoperasian baku pusat data 
yang dimanfaatkan oleh seluruh
unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi operasional dan 

pemanfaatan Layanan Pusat 
Data pada seluruh unit 
kerja/perangkat daerah. 
Dokumentasi operasional dapat 
berupa SOP, SLA, dan 
sebagainya. Sedangkan 
dokumentasi pemanfaatan 
layanan dapat menggambarkan 
utilisasi dari penggunaan Pusat 
Data oleh unit kerja/perangkat 
daerah. Parameter seluruh unit 
kerja/perangkat daerah merujuk 
pada dokumentasi jumlah 
rencana kerja dan target yang 
tercapai. 

Gambaran 
Bukti Dukung 

Level 3



Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan 

Pusat Data pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. 



Level 4
IPPD memiliki Layanan Pusat Data yang 
mendukung interkoneksi/integrasi dengan 
pusat data yang diselenggarakan oleh IPPD lain 
atau Pusat Data Nasional, serta telah dilakukan 
reviu dan evaluasi secara berkala

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat 

Data, SOP penggunaan pusat data, dokumen 
interkoneksi dengan Pusat Data IPPD lain 
dan/atau Pusat Data Nasional

● Notulensi hasil evaluasi/reviu terkait 
layanan pusat data yang dilakukan secara 
berkesinambungan

● Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten 
isu/permasalahan dan rekomendasi 
perbaikan yang aktual; dan

● Bukti undangan rapat evaluasi Layanan 
Pusat Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-
aktivitas evaluasi Layanan Pusat Data SPBE 
(opsional).

INDIKATOR 16 
 Layanan Pusat Data

(2/3)

65

Dokumen Reviu 

dan Tindak Lanjut



Level 5
Layanan Pusat data IPPD 
telah dilakukan perbaikan 
atau peningkatan sebagai 
tindak lanjut hasil reviu dan 
evaluasi

INDIKATOR 16 
Layanan Pusat Data

(3/3)

Dokumen Reviu 

dan Tindak Lanjut

Dokumen Lama

Dokumen Baru

Dokumen 

change request:

-penambahan

-perubahan

-penghapusan 

VM/VPS, beserta 

dashboard 

monitoring-nya

Kriteria Bukti Dukung: 
● Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut 

Layanan Pusat Data dan dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan 
Layanan Pusat Data

● Dokumen pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP, Dokumentasi Interkoneksi Layanan 
Pusat data yang berlaku sebelumnya;

● Dokumen pemanfaatan Layanan Pusat Data yang telah disempurnakan dan telah 
ditetapkan



Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan

perangkat daerah melakukan

koordinasi internal, menyusun

dan menetapkan Tata Kelola

Layanan Pusat Data. Kegiatan

ini dapat dikoordinasikan oleh

Koordinator SPBE.

Menyusun Layanan Pusat Data

Menyusun dan menetapkan

Tata Kelola Layanan Pusat

Data. Disarankan bagi IPPD

hanya menerapkan Pusat

Kendali atau Pusat Komputasi;

serta dapat memanfaatkan

Pusat Data Nasional. Bagi

IPPD yang memiliki Pusat Data

yang telah memenuhi

persyaratan agar

Mengintegrasikan dengan

Pusat Data Nasional (Perpres

95/2018).

Menerapkan Layanan Pusat Data

Penerapan Tata Kelola Layanan Pusat

Data disarankan untuk dapat dilakukan

secara terpadu dan terkendali oleh Unit

Kerja/Perangkat Daerah yang menangani

TIK dan dimanfaatkan oleh semua Unit

Kerja/Perangkat Daerah agar selaras

dengan ketentuan Perpres 95/2018 untuk

keterpaduan SPBE melalui Pusat Data

Nasional.



INDIKATOR 17
Layanan Jaringan Intra IPPD

17



LAYANAN JARINGAN INTRA IPPD

“Jaringan Intra merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan 
dalam suatu organisasi. (Kominfo berbentuk VPN). Jaringan Intra IPPD adalah Jaringan Intra 
yang diselenggarakan oleh IPPD untuk menghubungkan antar simpul jaringan IPPD dengan 

jaringan Intra Pemerintah dan/atau dengan jaringan Intra IPPD lain”

● Untuk menjaga Keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan 
dalam instansi pusat/pemerintah daerah

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN



Ruang Lingkup ● Layanan jaringan intra IPPD sudah diterapkan secara menyeluruh berpedoman pada standar 

kelaikan operasional dan keamanan JIP dalam mendukung interkoneksi/akses dengan jaringan intra 

IPPD lainnya.

● Jaringan Intra IPPD terbagi atas Jaringan Intra Pemerintah (JIP), Jaringan Intra Instansi Pusat (JIIP), 

dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD).

● Jaringan Intra Instansi Pusat, menghubungkan jaringan di dalam instansi 

● Jaringan Intra Pemerintah Daerah, menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah, 

terkhusus provinsi, juga menghubungkan jaringan pemerintah dibawahnya (kabupaten/kota), Jika 

pemda tidak mampu, dapat dibantu oleh kemenkominfo.

● Penyelenggaraan jaringan intra IPPD terdiri atas jaringan fisik yang dibangun sendiri atau yang 

dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan, serta pedoman yang mengatur pengoperasian  

jaringan intra IPPD

● Setiap IPPD harus dapat mengelola dan mengendalikan keamanan jaringan intra instansi masing-

masing.

● Penggunaan jaringan intra pemerintah dilakukan untuk membuat keterhubungan dan akses 

jaringan intra IPPD dengan jaringan intra pemerintah.

● Pertimbangan kelaikan pengoperasian diatur oleh urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan 

informatika; dan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas 

pemerintahan di bidang keamanan siber. 

Indikator 17: Layanan Jaringan Intra IPPD



REFERENSI LAYANAN JARINGAN INTRA IPPD

● Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 27, 31 s.d. 32)

● PP No. 52 Tahun 2000 - Penyelenggaraan Telekomunikasi

● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

● Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE 

● Kriteria Pertimbangan Kelaikan Operasional dan Keamanan JIP Kemkominfo dan BSSN



72

Persyaratan Khusus Bagi Pemprov:

JIPD harus dapat mengakomodasi 

interkoneksi Pemda di bawahnya.



INDIKATOR 17 
Layanan Jaringan Intra IPPD

(1/3)

Level 1
Instansi Pusat/Pemerintah 
daerah belum atau telah 
menerapkan pengoperasian 
jaringan Intra IPPD namun 
masih bersifat ad-hoc 
(sementara)

Kriteria Bukti Dukung: 
● Terdapat notulensi/laporan 

hasil pembangunan jaringan 
Intra IPPD, pengoperasian 
Jaringan Intra IPPD pada 
sebagian unit 
kerja/perangkat daerah. 
dan/atau bukti undangan 
rapat pembangunan jaringan 
Intra IPPD

Level 2
IPPD telah menerapkan 
pengoperasian Jaringan Intra 
IPPD di sebagian unit 
kerja.perangkat daerah, namun 
belum mengatur keterhubungan
dan akses jaringan IPPD dengan 
Jaringan Intra pemerintah

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi operasional 

dan pemanfaatan Layanan 
Jaringan Intra pada sebagian 
unit kerja/perangkat daerah 
yang menggunakan dan/atau 
SOP penggunaan jaringan 
intra, serta 
didokumentasikan secara 
formal.

Level 3
IPPD telah menerapkan 
pengoperassian Jaringan Intra IPPD 
pada seluruh unit kerja/perangkat 
daerah

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan 

Jaringan Intra pada seluruh unit kerja/perangkat 
daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, 
SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi 
pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi 
dari penggunaan Jaringan Intra oleh unit 
kerja/perangkat daerah. Parameter seluruh unit 
kerja/perangkat daerah merujuk pada dokumentasi 
jumlah rencana kerja dan target yang tercapai.

Gambaran 
Bukti Dukung 

Level 3



Kriteria Bukti Dukung: 
● Terdapat dokumentasi pengoperasian jaringan Intra IPPD yang terhubung pada 

seluruh unit kerja/perangkat daerah serta telah didokumentasikan secara formal 
● Khusus untuk Pemprov: Tingkat keseluruhan tercapai dengan melakukan 

konektivitas ke Pemda di bawahnya (Kabupaten-Kota)

Persyaratan Khusus Bagi Pemprov:

JIPD harus dapat mengakomodasi 

interkoneksi Pemda di bawahnya.



Level 4

IPPD telah menerapkan pengoperasian jaringan Intra IPPD secara 
menyeluruh dan telah mengatur interkoneksi dan akses dengan 
Jaringan Intra IPPD lainya, atau dengan Jaringan intra Pemerintah, 
serta telah melakukan reviu dan evaluasi terhadap 
pengoperasiannya

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi pemanfaatan Layanan Jaringan Intra 

Pemerintah, SOP penggunaan pusat data, dokumen 
interkoneksi dengan JIPPD lain dan/atau JIP Nasional

● Notulensi/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Layanan Jaringan 
Intra yang dilakukan secara berkesinambungan;

● Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan 
rekomendasi perbaikan yang aktual

● Bukti undangan rapat evaluasi Layanan Jaringan Intra, 
dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas Layanan Jaringan 
Intra (opsional).

Dokumen Reviu 

dan Tindak Lanjut

INDIKATOR 17 
Layanan Jaringan Intra IPPD

(2/3)



Level 5

IPPD telah melakukan peningkatan/perbaikan terhadap 
pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah daerah 
sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung: 
● Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan 

rekomendasi tindak lanjut pengopersian Jaringan Intra IPPD 
dan dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau 
penyempurnaan Jaringan Intra IPPD.

● Dokumen pengoperasian Jaringan Intra IPPD yang berlaku 
sebelumnya.

● Dokumen pengoperasian Jaringan Intra IPPD  yang telah 
disempurnakan dan telah ditetapkan.

INDIKATOR 17 
Layanan Jaringan Intra IPPD

(3/3)

Dokumen Reviu 

dan Tindak Lanjut

Dokumen Lama

Dokumen Baru Dokumen 

change request:

-penambahan

-perubahan

-penghapusan 

JIIP/JIPD, 

beserta 

dashboard 

monitoring-nya



Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan

perangkat daerah melakukan

koordinasi internal, menyusun

dan menetapkan Tata Kelola

Layanan Jaringan Intra IPPD.

Kegiatan ini dapat

dikoordinasikan oleh

Koordinator SPBE.

Menyusun Layanan 
Jaringan Intra IPPD

Menyusun dan menetapkan

Tata Kelola Layanan Jaringan

Intra Instansi yang terpadu,

terkendali dan terus dievaluasi

ruang lingkup interkoneksinya

oleh Unit Kerja/Perangkat

Daerah yang menangani TIK

dan dimanfaatkan oleh semua

Unit Kerja/Perangkat Daerah

agar selaras dengan ketentuan

Perpres 95/2018 untuk

keterpaduan SPBE Nasional

melalui Jaringan Intra Instansi

Pemerintah.

Menerapkan  Layanan 
Jaringan Intra IPPD

Penerapan Tata Kelola

Layanan Jaringan Intra IPPD

disarankan untuk dapat

menghubungkan Jaringan Intra

Instansi yang telah memenuhi

persyaratan, dengan Jaringan

Intra Instansi Pemerintah

dan/atau dengan Jaringan

Intra Instansi lainnya.



INDIKATOR 18
Sistem Penghubung 

Layanan IPPD

18



SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN IPPD

“Sistem Penghubung Layanan merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan 
pertukaran data/integrasi antar Layanan SPBE.”

● Untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE
● Untuk mengatur penerapan Sistem penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah daerah

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN



Indikator 8: Sistem Penghubung Layanan IPPD

Ruang Lingkup ● Sistem Penghubung Layanan IPPD sudah diterapkan secara menyeluruh berpedoman pada standar 

pedoman teknis sistem penghubung layanan IPPD dalam mendukung integrasi dengan layanan IPPD 

lainnya.

● Sistem Penghubung Layanan terdiri dari: Tersedianya jalur/bus (sistem koneksi bukan point-to-point); 

Tersedianya metadata repository; Tersedianya service directory.

● Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat (SPLIP), menghubungkan layanan antar instansi 

pusat.

● Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD), menghubungkan layanan antar 

pemerintah daerah.

● Membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan IPPD dengan Sistem 

Penghubung Layanan Pemerintah (GSB/SPLP).

● Ada kewajiban dari IPPD untuk menggunakan SPL dan diintegrasikan ke Nasional. 

● Menggunakan middleware dari SPLP



REFERENSI SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN IPPD

● Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 33)

● Perpres 39 Tahun 2019 - Satu Data Indonesia

● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

● Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

● Standar Kemkominfo dan BSSN

● Standar Interoperabilitas data (Kemkominfo)





Level 1
Instansi Pusat/Pemerintah 
daerah belum atau sudah 
menggunakan Sistem 
Penghubung Layanan IPPD 

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi pengoperasian 

Sistem Penghubung Layanan 
IPPD, tangkapan layar 
integrasi antar aplikasi/data 
layanan SPBE

● Notulensi/laporan 
penggunaan Sistem 
Penghubung Layanan IPPD 
dan/atau bukti undangan 
rapat terkait penerapan 
Sistem Penghubung Layanan 
IPPD

Level 2
IPPD telah menerapkan Sistem 
Penghubung Layanan IPPD pada 
sebagian unit kerja/perangkat 
daerah

Kriteria Bukti Dukung: 
● Berupa dokumentasi 

operasional dan 
pemanfaatan Sistem 
Penghubung Layanan Instansi 
Pusat/Pemerintah Daerah, 
tangkapan layar integrasi 
antar aplikasi/data/ layanan 
SPBE yang digunakan pada 
sebagian unit 
kerja/perangkat daerah dan 
telah didokumentasikan 
secara formal.

Level 3

IPPD telah menerapkan Sistem 
Penghubung Layanan IPPD pada 
seluruh unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi operasional dan 

pemanfaatan Sistem 
Penghubung Layanan pada 
seluruh unit kerja/perangkat 
daerah. Dokumentasi 
operasional dapat berupa 
SOP, SLA, dan sebagainya. 
Sedangkan dokumentasi 
pemanfaatan layanan dapat 
menggambarkan utilisasi dari 
penggunaan Sistem 
Penghubung Layanan oleh 
unit kerja/perangkat daerah. 
Parameter seluruh unit 
kerja/perangkat daerah 
merujuk pada dokumentasi 
jumlah rencana kerja dan 
target yang tercapai.

INDIKATOR 18 
Sistem Penghubung Layanan IPPD

(1/3)

Gambaran 
Bukti Dukung 

Level 3



SPLIP/

SPLPD

User IPPD

IPPD

DWH

IPPD

API Services

Enterprise Service Bus

API Management
Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan pada seluruh 

unit kerja/perangkat daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan 
sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan 
utilisasi dari penggunaan Sistem Penghubung Layanan oleh unit kerja/perangkat 
daerah. Parameter seluruh unit kerja/perangkat daerah merujuk pada dokumentasi 
jumlah rencana kerja dan target yang tercapai.



Level 4
IPPD menggunakan Sistem Penghubung Layanan IPPD yang telah 
terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan IPPD lainnya dan Sistem 
Penghubung Layanan Pemerintah (Nasional), serta telah melakukan 
reviu dan evaluasi secara berkala

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan IPPD 

dengan Sistem Penghubung Layanan IPPD lainnya, dan/atau SOP 
integrasi data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem 
Penghubung Layanan Pemerintah (Nasional)

● notulensi/laporan hasil evaluasi/reviu terkait penggunaan Sistem 
Penghubung Layanan yang dilakukan secara berkesinambungan;

● Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan 
rekomendasi perbaikan yang aktual; dan

● Bukti undangan rapat evaluasi penggunaan Sistem Penghubung 
Layanan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi 
penggunaan Sistem Penghubung Layanan (opsional).

SPLP

User IPPD

IPPD

DWH

IPPD

API Services

Enterprise Service Bus

API Management

Dokumen Reviu dan 

Tindak Lanjut

INDIKATOR 18 
Sistem Penghubung Layanan IPPD

(2/3)



Level 5
IPPD telah menggunakan Sistem 
Penghubung Layanan IPPD dan telah 
menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi 
dengan melakukan perbaikan atau 
peningkatan kapabilitas fungsi/kualitas 
Sistem Penghubung Layanan IPPD 

INDIKATOR 18 
Sistem Penghubung Layanan IPPD

(3/3)

Dokumen Reviu 

dan Tindak Lanjut

Dokumen Lama

Dokumen Baru

Dokumen 

change request:

-penambahan

-perubahan

-penghapusan 

SPLIP/SPLPD, 

beserta 

dashboard 

monitoring-nya

Kriteria Bukti Dukung: 
● Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan 

rekomendasi tindak Sistem Penghubung Layanan IPPD 
dan dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau 
penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan

● Dokumentasi tautan dan.atau tangkapan layar Sistem 
Penghubung Layanan IPPD sebelumnya dan yang berisi 
penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan IPPD



Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan 

perangkat daerah melakukan 

koordinasi internal, menyusun 

dan menetapkan Tata Kelola 

Penggunaan Sistem 

Penghubung Layanan IPPD. 

Kegiatan ini dapat 

dikoordinasikan oleh 

Koordinator SPBE.

Menyusun Layanan Jaringan 
Intra IPPD

Menyusun dan menetapkan Tata

Kelola Layanan Penggunaan

Sistem Penghubung Layanan

(SPL) Instansi yang terpadu dan

terkendali oleh Unit

Kerja/Perangkat Daerah yang

menangani TIK dan dimanfaatkan

oleh semua Unit Kerja/Perangkat

Daerah agar selaras dengan

ketentuan Perpres 95/2018 untuk

keterpaduan SPBE Nasional

melalui SPL Pemerintah.

Menerapkan Layanan Jaringan Intra IPPD

Penerapan Tata Kelola Penggunaan

Sistem Penghubung Layanan IPPD

disarankan untuk dapat menghubungkan

SPL Instansi yang telah memenuhi

persyaratan, dengan SPL Pemerintah

dan/atau dengan SPL Instansi lainnya.



INDIKATOR 19
Tim Koordinasi SPBE IPPD

19



TIM KOORDINASI SPBE IPPD

“Tim Koordinasi SPBE instansi Pusat/Pemerintah Daerah merupakan para pejabat dalam tim yang diberi tugas 
untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan 

perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing. Tim 
Koordinasi SPBE IPPD dapat disejajarkan dengan Tim Pengarah TIK, Komite Pengarah TIK, ataupun Steering 

Committee yang mempunyai tugas seperti dimaksud sebelumnya”

● Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit 
Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE.

TUJUAN/MANFAAT

Tim Koordinasi SPBE IPPD dipimpin oleh seorang koordinator yang ditetapkan oleh 
pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah.



Indikator 9: Tim Koordinasi SPBE IPPD 90

Ruang Lingkup ● Seluruh muatan Tim Koordinasi SPBE IPPD diterapkan sesuai pedoman Tim Koordinasi SPBE.

● Penerapan sudah melaksanakan dan mendokumentasikan seluruh tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE 

IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara menyeluruh atau pada semua unit kerja/Perangkat 

Daerah.

● Tim Koordinasi SPBE memiliki tugas dan fungsi untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi 

SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di IPPD.

● Tiap pimpinan IPPD mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE.

● Koordinator Tim Koordinasi Instansi Pusat dijabat oleh  sekretaris atau pejabat yang memimpin unit 

sekretariat.

● Koordinator Tim Koordinasi Instansi Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dijabat oleh sekretaris 

daerah.



REFERENSI TIM KOORDINASI SPBE IPPD

● Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 59 s.d. 61)

● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

● KepmenPANRB No.965 Tahun 2021 - Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE

● Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



Klik Untuk Contoh 
Referensi

https://docs.google.com/document/d/1AtxNwKTgcU30E4vxyAWR40WqhymZw-0L/edit?usp=sharing&ouid=100261699197626649768&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1AtxNwKTgcU30E4vxyAWR40WqhymZw-0L/edit?usp=sharing&ouid=100261699197626649768&rtpof=true&sd=true


Contoh Model Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat
Sesuai KepmenPANRB 965/2021



Contoh Model Tim Koordinasi SPBE Pemda
Sesuai KepmenPANRB 965/2021



INDIKATOR 19 
Tim Koordinasi SPBE IPPD

(1/3)

Level 1
Instansi Pusat/Pemerintah 
daerah belum atau sudah 
memiliki Tim Koordinasi SPBE 
Instansi Pusat/Pemerintah 
daerah yang bekerja secara ad-
hoc tanpa ada perencanaan

Kriteria Bukti Dukung: 
● Notulensi/laporan hasil  

pembentukan Tim Koordinasi 
SPBE, bukti undangan rapat 
pembentukan Tim Koordinasi 
SPBE dan/atau dokumentasi 
aktivitas pembentukan Tim 
Koordinasi SPBE IPPD

Level 2
IPPD sudah memiliki Tim 
Koordinasi SPBE yang ditetapkan 
dan mencakup tugas/program 
kerja Tim Koordinasi SPBE 
namun belum dilaksanakan 
seluruhnya

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi pelaksanaan 

tugas/program kerja Tim 
Koordinasi SPBE yang telah 
dilaksanakan, dan atau 
tangkapan layar, foto dan 
dokumentasi lainnya terkait 
pelaksanaan sebagian 
tugas/program kerja Tim 
Koordinasi SPBE

Level 3
Tim Koordinasi SPBE Instansi 
Pusat/Pemerintah daerah telah 
melaksanakan keseluruhan 
tugas/program kerja namun belum 
dikomunikasikan kepada seluruh 
unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi pelaksanaan 

tugas/program kerja Tim 
Koordinasi SPBE yang telah 
dilaksanakan, dan atau 
tangkapan layar, foto dan 
dokumentasi lainnya terkait 
pelaksanaan keseluruhan
tugas/program kerja yang 
diuraikan sesuai amanat 
penetapan Tim Koordinasi 
SPBE IPPD

Gambaran 
Bukti Dukung 

Level 3



Dokumen Tugas/Program 

Kerja Tim Koordinasi
SK Tim Koordinasi



Level 4
Tim Koordinasi SPBE IPPD telah 
mengkomunikasikan / 
mengkoordinasikan tugas dan 
program kerja kepada seluruh unit 
kerja/perangkat daerah, serta 
melakukan reviu dan evaluasi 
terhadap tugas/program kerja

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi aktivitas rapat 

koordinasi pelaksanaan 
tugas/program kerja dengan 
seluruh unit kerja/perangkat

● Terdapat 
notulensi/catatan/laporan hasil 
evaluasi/reviu terkait 
tugas/program kerja Tim 
Koordinasi SPBE yang dilakukan 
secara berkesinambungan

● Hasil evaluasi/reviu yang berisi 
konten isu/permasalahan dan 
rekomendasi perbaikan yang 
aktual

● Bukti undangan rapat evaluasi 
tugas/program kerja Tim 
Koordinasi SPBE, dan/atau 
dokumentasi aktivitas-aktivitas 
evaluasi Tim Koordinasi SPBE 
(opsional).

INDIKATOR 19 
Tim Koordinasi SPBE IPPD

(2/3)

Rapat Koordinasi

Dokumen Reviu 

dan Tindak Lanjut



Level 5

Tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE IPPD telah 
dilakukan peningkatan/perbaikan sebagai hasil tindak lanjut 
reviu dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung: 
● Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan 

rekomendasi tindak lanjut perbaikan tugas/program kerja 
dari Tim koordinasi SPBE serta bukti undangan rapat 
peningkatan kinerja Tim Koordinasi SPBE

● Dokumentasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang 
sebelumnya dan yang berisi peningkatan tugas/program kerja 
Tim Koordinasi SPBE

INDIKATOR 19 
Tim Koordinasi SPBE IPPD

(3/3) Dokumen Lama

Dokumen  Baru

Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan: 

SK, SOP, Dokumen Tata 

Kelola/Manajemen

Dokumen Reviu 

dan Tindak Lanjut



Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan

perangkat daerah melakukan

koordinasi internal, untuk

dapat melaksanakan

pembagian tugas dan

fungsinya dalam Tim

Koordinasi SPBE, sesuai yang

ditetapkan sebelumnya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi

ini dapat dikoordinasikan oleh

Koordinator SPBE.

Menyusun Tugas dan Fungsi 
Tim Koordinasi SPBE IPPD

Menyusun dan menetapkan

tugas dan fungsi Tim

Koordinasi SPBE IPPD. Selaras

dengan Perpres 95/2018, Tim

Koordinasi SPBE memiliki

tugas dan fungsi untuk

mengendalikan, mengarahkan,

dan mengevaluasi SPBE,

termasuk didalamnya

melaksanakan perumusan

kebijakan dan penerapan SPBE

di IPPD.

Menerapkan Tugas dan Fungsi 
Tim Koordinasi SPBE IPPD

Penerapan tugas dan fungsi Tim

Koordinasi SPBE IPPD, disarankan

untuk mendokumentasikan setiap

pelaksanaan atas pembagian tugas

dan fungsi Tim Koordinasi SPBE/Tim

Penyelenggaraan SPBE Instansi

sesuai dengan penjabaran tugas dan

fungsi yang dituangkan dalam

kebijakan penetapan Tim Koordinasi

SPBE Instansi/Tim Penyelenggaraan

SPBE.



INDIKATOR 20
Kolaborasi Penerapan SPBE

20



KOLABORASI PENERAPAN SPBE

“Kolaborasi SPBE merupakan wadah untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE 
bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat”

● penyampaian ide/gagasan SPBE;
● pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
● peningkatan kompetensi teknis;
● perbaikan kualitas Layanan SPBE;
● penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
● penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN



Indikator 10: Kolaborasi Penerapan SPBE

Ruang Lingkup ● Seluruh kolaborasi penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu mengikuti kebutuhan yang 

dibutuhkan IPPD dalam pemberian layanan.

● Formal sudah memiliki kolaborasi dan sudah berbentuk forum yang disahkan.

● Informal masih berbentuk kolaborasi namun belum terbentuk forumnya.

● Kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.

● Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah.



REFERENSI KOLABORASI PENERAPAN SPBE

● Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 59 s.d. 61)

● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

● KepmenPANRB No.965 Tahun 2021 - Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE



Kolaborasi

PTSP

Perizinan Pelaporan
Layanan 

Informasi

Layanan 

Khusus

Layanan 

Umum
Lain-lain

Masyarakat

Mengajukan 
Layanan

OPD

Instansi Pusat

Pemerintah 

Daerah Lainnya

Perguruan 

TInggi

Lembaga 

Penelitian

Pelaku Usaha

Masyarakat

Mendapatkan 
Pelayanan

Hubungan 
Timbal Balik



INDIKATOR 20 
Kolaborasi Penerapan SPBE

(1/3)

Level 1
Instansi Pusat/Pemerintah 
daerah belum atau sudah 
membangun Kolaborasi 
Penerapan SPBE namun bersifat 
sementara dan tanpa 
perencanaan (ad-hoc)

Kriteria Bukti Dukung: 
● Notulensi/laporan hasil  

rencana/pelaksanaan 
Kolaborasi Penerapan SPBE, 
bukti undangan rapat 
rencana/pelaksanaan 
Kolaborasi penerapan SPBE, 
dan/atau dokumentasi 
aktivitas 
rencana/pelaksanaan 
Kolaborasi Penerapan SPBE

Level 2
IPPD sudah melakukan 
Kolaborasi Penerapan SPBE 
antar unit kerja/perangkat 
daerah dan telah dilakukan 
sesuai perencanaan, namun 
belum ditetapkan secara formal

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi aktivitas 

Kolaborasi Penerapan SPBE 
antar unit kerja/perangkat 
daerah sesuai dengan yang 
telah direncanakan oleh 
IPPD, dan/atau dilengkapi 
bukti undangan rapat 
notulensi/laporan kolaborasi 
penerapan SPBE

Level 3
IPPD telah menetapkan dan 
membentuk tim Kolaborasi 
Penerapan SPBE formal, serta sudah 
melakukan pertemuan secara rutin 
namun masih dalam bentuk 
kegiatan yang dilaksanakan pada 
sebagian unit kerja/perangkat 
daerah.

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi aktivitas penetapan 

dan/atau kegiatan Kolaborasi 
Penerapan SPBE, seperti: PKS, 
MoU

● Notulensi/laporan kegiatan rutin 
Kolaborasi Penerapan SPBE. 
dan/atau bukti undangan 
kegiatan Kolaborasi Penerapan 
SPBE

Contoh sederhana penerapan Forum Kolaborasi di
internal IPPD adalah Tim Asesor Internal, bentuk ideal
Forum Kolaborasi di Instansi Pusat adanya Forum Satu
Data, sedangkan di Pemda Forum Smartcity dengan
kolaborasi quad helix atau lebih



Level 4
IPPD sudah membangun Kolaborasi Penerapan 
SPBE secara terpadu seluruh unit 
kerja/perangkat daerah. serta sudah 
melakukan pertemuan secara rutin yang 
dikoordinasikan oleh pimpinan Instansi 
Pusat/Kepala daerah. Dilakukan reviu dan 
evaluasi secara berkala terkait efektivitas 
Kolaborasi Penerapan SPBE

Kriteria Bukti Dukung: 
● Dokumentasi aktivitas rapat koordinasi 

untuk Kolaborasi Penerapan SPBE dalam 
mendukung pelaksanaan tugas/program 
kerja dengan seluruh unit kerja/perangkat 
daerah

● notulensi/catatan/laporan hasil 
evaluasi/reviu terkait Kolaborasi SPBE yang 
dilakukan secara berkesinambungan

● Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten 
isu/permasalahan dan rekomendasi 
perbaikan yang aktual

● Bukti undangan rapat evaluasi pelaksanaan 
Kolaborasi SPBE, dan/atau dokumentasi 
aktivitas-aktivitas evaluasi pelaksanaan 
Kolaborasi SPBE (opsional)

INDIKATOR 20 
Kolaborasi Penerapan SPBE

(2/3)

Dokumen Reviu 

dan Tindak Lanjut



Level 5

IPPD melakukan perbaikan pelaksanaan Kolaborasi Penerapan 
SPBE sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi secara 
berkesinambungan

Kriteria Bukti Dukung: 
● Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan 

rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan Kolaborasi 
Penerapan SPBE, serta bukti undangan rapat Kolaborasi SPBE

● Dokumentasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE yang 
sebelumnya dan berisi perbaikan pelaksanaan Kolaborasi 
Penerapan SPBE 

INDIKATOR 20 
Kolaborasi Penerapan SPBE

(3/3) Dokumen Lama

Dokumen Reviu 

dan Tindak Lanjut

Dokumen  Baru

Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan: 

SK, SOP, Dokumen Tata 

Kelola/Manajemen

A
p
p
s
/V

e
rs

i 
B

a
ru Dokumen 

change request:

-penambahan

-perubahan

-penghapusan 

Kegiatan 

Kolaborasi



Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan

perangkat daerah melakukan

koordinasi internal, untuk

dapat berkolaborasi dalam

penerapan SPBE yang dapat

dilakukan. Kegiatan ini dapat

dikoordinasikan oleh

Koordinator SPBE.

Menyusun Kolaborasi 
Penerapan  SPBE

Menyusun dan menetapkan

kolaborasi penerapan SPBE

yang dapat dilakukan melalui

proses kerjasama antar

Instansi Pusat, Pemerintah

Daerah, perguruan tinggi,

lembaga penelitian, pelaku

usaha, dan masyarakat secara

terpadu.

Menerapkan Kolaborasi 
Penerapan SPBE

Penerapan kolaborasi penerapan SPBE,

disarankan untuk menerapkan Tata Kelola

Kolaborasi Penerapan SPBE dengan

mendokumentasikan pelaksanaan

kolaborasi melalui Tim/Forum kolaborasi

penerapan SPBE secara formal agar

pelaksanaannya selaras dan terpadu.



TERIMA 
KASIH
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